
BUPATI MESUJ I
PROVINSI LAM PUNG
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NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2020 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah tidak menutup kemungkinan untuk
teijadinya pergeseran anggaran;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab VI Huruf d angka 1 (h)
Pera riiran Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan
sebelum perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah melalui ketetapan Kepala Daerah;

c. bahwa untuk mclaksanakan maksud tersebut pada huruf
a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

• '

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
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7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan

Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan

Perekonomian Sosial dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Kepada Masyarakat;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan
keuangan Gubemur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Peragkat Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dcwan
Perwakilan Rakyat Daerah;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pcnjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefïkasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2021;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2020
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;

27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) dan Dampaknya;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Mesuji;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 11 Tahun
2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2017-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2020 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.
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Pnsal 1

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimnksud dengan :

1. Pemerintah Pusat ndnlah Presiden Rcpublik Indonesia yang mcmcgang
kckuasaan pemerintahan Negara Kesaluan Rcpublik Indonesia yang
dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Dacrah adalah kepala dacrah scbagai unsur pcnyelenggara
Pemerintahan Dacrah yang memimpin pelaksanann Urusan Pcmerintahan
yang menjadi kewenangan Dacrah.

3. Kepala Dacrah adalah Bupati Mcsuji.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

lembaga perwakilan rakyat Dacrah yang berkedudukan scbagai unsur
penyelenggara Pcmerintahan Dacrah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

6. Urusan Pcmerintahan adalah kekuasaan pemcrintahaan yang menjadi
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian
negara dan penyelenggara Pcmerintahan Daerah untuk melindungi,
melayani, memberdayakan, dan menycjahterakan masyarakat.

7. Pcmerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Rcpublik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 1945.

8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh semua Daerah.

9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
12. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui scbagai

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada

Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna
mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

14. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada
Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik
fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.

15. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang
bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada
Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan
mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah.

16. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
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17. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah
tcrtcntu dcngan tqjuan untuk mcmbantu mendanai kegiatan khusus yang
mcrupakan Urusan Pcmerintahan yang mcnjadi kewenangan Daerah.

18. Belanjn Daerah ndnlnh scmua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
scbngai pcngurang nilai kckaynan bcrsih dalam periode tahun anggaran
bcrkcnaan.

19. Pcmbiayaan adalah sctiap pcncrimaan yang pcrlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan ditcrima kembali, baik pada tahun
anggaran bcrkcnaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

20. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah
mencrima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bcrnilai uang dari
pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar
kembali.

21. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang
wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah
yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-
undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnyayang sah.

22. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah
pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum
daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan
Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh
bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

23. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan
pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan
dalam 1 (satu) tahun anggaran.

24. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah
Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang
sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang- undangan atau akibat lainnya yang sah.

25. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut
dengan nama lain adalah Perda Kabupaten. Peraturan Kepala Daerah yang
selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Mesuji.

® Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar
Rp.841.979.501.607 (delapan ratus empat puluh satu milyar sembilan ratus tujuh
puluh sembilan juta lima ratus satu ribu enam ratus tujuh rupiah}, yang
bersumber dari:
a. Pendapatan asli daerah;
b. Pendapatan transfer; dan
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a direncanakan sebesar Rp.50.655.425.331 (lima puluh milyar enam
ratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tiga
puluh satu rupiah], yang terdiri atas:
a. Pajak daerah;
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b. Rrtribuai dnernh;
C. Ilnsil pcngclolaim kckayaan dacrah yang di pisahkan;
d. Uiin-lain pendapalan asli dacrah yang sah;

(2) Ppjak dacrah schagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf a dircncanakan
sebesar Rp. 20,209,800,000 (dua puluh milyar dua ratus sembilan juta
delapan ratus ribu rupiah)

(3) Retribusi dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dircncanakan sebesar Rp. 6.467.000.000 (enam milyar empat ratus enam
puluh tujuh juta rupiah).

(•I) Basil pcngclolaim kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (I) huruf c dircncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000
(dua juta rupiah)

(5) hün-lain pendapatan asli dacrah yang sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d dircncanakan sebesar Rp. 21.978.625.331 (dua puluh satu
milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima
ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah)

Pasal 5

(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf a dircncanakan sebesar Rp. 20.209.800.000 (dua puluh milyar dua
ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Reklame;
c. Pajak Pencrangan Jalan;
f. Pajak Parkir;
g. Pajak Air Thnah;
h. Pajak Sarang Burung Walet;
i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdcsaan dan Pcrkotaan (PBBP2);
j. Bea Perolehan Hak Atas Thnah dan Bangunan (BPHTB);

(2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

(3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah);

(4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dircncanakan
sebesar Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

(5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

(6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000 (enarn milyar rupiah);

(7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan
sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);

(8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
direncanakan sebesar Rp. 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta
rupiah);

(9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
direncanakan sebesar Rp. 60.000.000 (enarn puluh juta rupiah);

(10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.
12.500.000.000 (duabelas milyar lima ratus juta rupiah);

(11) Bea Perolehan Hak Atas Thnah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 500.000.000
(lima ratus juta rupiah);
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Pasal 6

(1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), yang
terdiri atas:
a. Pajak Hotel;
b. Pajak Motel;

(2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

(3) Pajak Motel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)

(4) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)
direncanakan sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah), yang
terdiri atas:
a. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya;
b. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya;

(5) Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf a direncanakan sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

(6) Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf b direncanakan sebesar Rp. 540.000.000 (lima ratus empat
puluh juta rupiah);

(7) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4)
direncanakan sebesar Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah),
yang terdiri atas:
a. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya;

(8) Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.800.000
(empat juta delapan ratus ribu rupiah);

(9) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5)
direncanakan sebesar Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah),
yang terdiri atas:
a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron;
b. Pajak Reklame Kain;

(10) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron sebagaimana
dimaksud pada ayat (9) huruf a direncanakan sebesar Rp. 159.427.000
(seratus lima puluh sembilanjuta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

(11) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 10.573.000 (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh
tiga ribu rupiah);

(12) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000 (enam milyar rupiah),
yang terdiri atas:
a. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain;

(13) Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(12) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000 (enam milyar
rupiah);

(14) Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7)
direncanakan sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), yang
terdiri atas;
a. Pajak Parkir;

(15) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a direncanakan
sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);

(16) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8)
direncanakan sebesar Rp. 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta
rupiah), yang terdiri atas:
a. Pajak Air Tanah;
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(17) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a
direncanakan scbcsar Rp. 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta
rupiah);

(18) Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (9) direncanakan sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah),
yang terdiri atas:
a. Pajak Sarang Burung Walet;

(19) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

(20) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) direncanakan sebesar Rp.
12.500.000.000 (duabelas milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
a. PBBP2;

(21) PBBP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf a direncanakan
sebesar Rp. 12.500.000.000 (duabelas milyar lima ratus juta rupiah);

(22) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (11) direncanakan sebesar Rp.
500.000.000 (lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
a. BPHTB-Pemberian Hak Baru;

(23) BPHTB-Pemberian Hak Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf
a direncanakan sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), yang
terdiri atas:

Pasal 7

(1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.467.000.000 (enam milyar empat ratus
enam puluh tujuh juta rupiah), yang terdiri atas:
a. Retribusi Jasa Umum;
b. Retribusi Jasa Usaha;
c. Retribusi Perizinan Tertentu

(2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 467.000.000 (empat ratus enam puluh tujuh juta
rupiah);

(3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah);

(4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);

Pasal 8

(1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 467.000.000 (empat ratus enam
puluh tujuh juta rupiah), yang terdiri atas:
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
c. Retribusi Pelayanan Pasar;
d. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;

(2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp. 12.000.000 (duabelas juta rupiah);

(3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh
juta rupiah);

(4) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
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(5)

(6)

(7)

(?)

(9)

(10)

(U)

Retribusi Pengawntum dan Pengcndalian Menara Telekomunitesi
sebagaimana dimaksud pada nynt (1) humf d dircncanakan sebesar Rp.

1 '5 000,000 (srmfus dun puluh limajuta ruptah).

-J^aran Rctribusi Jasa Usahn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

nïïunrf b fc™*"«cl™r Rp. 5.000.000.000 »,ma mdyar rupmH.
vang terdiri ntnat
a. Rctribusi lYmaknian Kckavaan Darran;

b Rctribusi Pasar Gromr dan/atau Pcrtokoan;

c Rctribusi Ttmpat Rckrcasi dan Olahrnga;

Retribusi Pcmakaian Kckavaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) huruf a dircncanakan sebesar Rp.2.000.000.000 d«a mdyar ruptah)

Rctribusi Pasar Gn^ir dan/atnu Pcrtokonn sebagaimana dimaksud pada

.wat (b) huruf b dircncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu mdyar

Rctribusi Tempat Rckrcasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) huruf c dircncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua mdyar rupta^;
Anggaran Rctribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pa^.

7 aval (1) huruf c dircncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu mdyar

rupiah). yang terdiri atas:
a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat

(10) huruf a dircncanakan sebesar Rp.1.000.000.000 (satu mdyar ruptah);

Pasal 9

(1) Anggaran Basil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dircncanakan
sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah), yang terdiri atas:

a. Bagian Laba vang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas

Penvertaan Modal pada BUMD;
(2) Ragian Laba .yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas

Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dircncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

Pasal 10

(1) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen)
atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) huruf a dircncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar
rupiah), yang terdiri atas:
a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas

Penyertaan Modal pada BUMD;
(2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas

Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dircncanakan sebesar Rp.2.000.000.000
(dua mdyar rupiah);

Pasal 1 1

(1) Anggaran Luin-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf d dircncanakan sebesar Rp. 21.978.625.331 (dua puluh satu
mdyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima
ribu liga ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
a. Jasa Giro;
b. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
c. Pendapatan Denda atas Keterlambatan lYlaksanaan Pekeijaan;
d. Pendapatan BLUD;
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c. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kcschatan Nasional (JKN) pada
Fasilitas;

(2) Jasa Giro scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dircncanakan
sebesar Rp. 4.070.000.000 (empat milyar tujuh puluh juta rupiah);

(3) lYncrimnan atns Tuntutan Ganti Kerugian Kcuangan Daerah
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dircncanakan sebesar Rp.
1.500.000.000 (sar» milyar lima ratus juta rupiah);

(4) lYndnpatan Dcnda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pckcrjaan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dircncanakan sebesar Rp.
5.000.000 (lima juta rupiah);

(5) Pendapatan BLUD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
dircncanakan sebesar Rp. 15.620.375.722 (limabelas milyar enam ratus
dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh lirna ribu tujuh ratus dua puluh dua
rupiah);

(6) lYndapatan Dana Kapitasi Jaminan Kcschatan Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kcschatan Tingkat Pcrtama (FKTP) scbagaimana dimaksud pada
ayat (l) huruf e dircncanakan scbesar Rp. 783.249.609 (tujuh ratus
delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus
sembilan rupiah);

Pasal 12

(1) Anggaran Jasa Giro scbagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf
a dircncanakan sebesar Rp. 4.070.000.000 (empat milyar tujuh puluh juta
rupiah), yang terdiri atas:
a. Jasa Giro pada Kas Daerah;
b. Jasa Giro pada Kas di Bendahara;
c. Jasa Giro pada Rekening Dana BOS;
d. Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP;

(2) Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah);

(3) Jasa Giro pada Kas di Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

(4) Jasa Giro pada Rekening Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

(5) Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Pasal 13

(1) Anggaran Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri
atas:
a. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan

Bendahara atau Pejabat Lain;
(2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara

atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta
rupiah);

(3) Anggaran Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dircncanakan
sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), yang terdiri atas:
a. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;

(4) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.000.000 (lima
juta rupiah);
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(5) Anggaran Pcndapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat
(l) huruf d dircncnnakan sebesar Rp. 15.620.375.722 (limabelas milyar
enam ratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua
puluh dua rupiah), yang tenliri atas:
a. l¥nda|Mitnn BI.UD;

(6) IVndapUnn BLUD 'M'bngmmmm dimnkmid pada nyat (5) huruf a
direncanakan srbcsm Rp. 15.620.375.722 (limabelas milyar enam ratus
dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima rihu tujuh ratus dua puhih dua
rupiah);

(7) Anpgnmn Pcndapatan Dana Kapitaal Jatninan Kcachatan Nasional (JKN)
pada Fasilitas Kcschatan Tingkat Pcrtama (FKTP) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dircncnnakan sebesar Rp. 783.249.609
(nmdi mtus delapan puluh liga juta dua ratus empat puluh sembilan rihu
mam ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:
a. Pendapatan Dana Knpitasi .JKN pada FKTP;

(8) Pcndapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) huruf a dircncnnakan sebesar Rp. 783.249.609 (tujuh ratus delapan
puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus sembilan
rupiah);

Pasal 14

(1) Anggaran Pcndapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b direncanakan sebesar Rp. 755.618.987.683 (tujuh ratus lima puhih
lima milyar enam ratus delapanbelas juta sembilan ratus delapan puluh
tujuh ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
a. Pcndapatan Transfer Pemerintah Pusat;
b. Pcndapatan Transfer Antar Daerah;

(2) Pcndapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 704.150.288.000 (tujuh ratus empat
milyar seratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu
rupiah);

(3) Pcndapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp. 51.468.699.683 (lima puluh satu milyar
empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan
ribu enarn ratus delapan puluh tiga rupiah);

Pasal 15

(1| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalamPasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 704.150.288.000 (tujuh
ratus ernpat milyar seratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh delapan
ribu rupiah), yang terdiri atas:
a . Dana Perimljangan;
b. Dana Desa;
c. Pendapatan Transfer Antar Daerah;

(2) Dana JYrimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 600.189.150.000 (enam ratus milyar seratusdelapan puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah);

(3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakansebesor Rp. 103.961.138.000 (seratus tiga milyar sembilan ratus enarnpuluh satu juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

(4) Pendapatan franafer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp. 51.468.699.683 (fima puluh satu milyar
ernpat ratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan
ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah);
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Pasal 16

(1) Anggaran Dana Pcrimbangan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayal
(1) direncanakan sebcsar Rp. 600.189.150.000 (enarn ratus milyar seratus
delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri
atas:
a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik;

(2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 19.508.874.000 (sembilan belas
milyar lima ratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

(3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebcsar Rp. 416.681.681.000 (empat
ratus enambelas milyar enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus
delapan puluh satu ribu rupiah);

(4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebcsar Rp.
109.167.346.000 (seratus sembilan milyar seratus enam puluh tujuh juta
tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

(5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebcsar Rp. 54.831.249.000
(lima puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat
puluh sembilan ribu rupiah);

(6) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp. 103.961.138.000 (seratus tiga milyar sembilan
ratus enam puluh satu juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), yang
terdiri atas:
a. Dana Desa;

(7) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a direncanakan
sebesar Rp. 103.961.138.000 (seratus tiga milyar sembilan ratus enam
puluh satu juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Pasal 17

(1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 51.468.699.683 (lima puluh satu
milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh
sembilan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
a. Pendapatan Bagi Hasil;

(2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 51.468.699.683 (lima puluh satu milyar empat
ratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu
enam ratus delapan puluh tiga rupiah);

Pasal 18

(1) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 51.468.699.683 (lima puluh
satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan
puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri
atas:
a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak;
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(2)

(2)

(3)

(1)

(2)

I- --B.«l I*

enam ratus delapan puluh Uga rupiah),

Patml 19

ratus sembilan puluh Uga rupiah), yang tcrdin alas.

b SE^^nda^tan Seauni dcngon Keientunn Peraturan

Penda£™ndX?“ «toakaud pada ayat (!) huruf a
direncanakan sebcsar Rp. 2.472.238.425 (dua rnilyar empat ratus tujuh

puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh

lima rupiah);

Lain-lain Pendapatan Sesuai dcngan Kctcntuan Peraturan Perundang-

Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dirc"^na^"
sebcsar Rp. 33.232.850.168 (tiga puluh tiga rnilyar dua ratus tiga puluh dua

juta delapan ratus lima puluh ribu seratus enam puluh delapan rupiah);

Pasal 20

Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 2.472.238.425 (dua rnilyar ernpat ratus tujuh
puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh

lima rupiah), yang terdiri atas:
a. Pendapatan Hibah dan Badan/Lcmbaga/ Organisasi Dalam Ncgcn/Luar

Negert;
Pendapatan Hibah dari Badan/Lcmbaga/ Organisasi Dalam Negen/ Luar Negen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebcsar Rp.
2.472.238.425 (dua rnilyar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga
puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);

Pasal 21

(1) Anggaran Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam
Negcri/Luar Negert sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 2.472.238.425 (dua rnilyar ernpat ratus tujuh
puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh
lima rupiah), yang terdiri atas:
a. Pendapatan Hibah dari Badan/Lcmbaga/ Organisasi Luar Negcri;

(2) Pendapatan Hibah dari Badan/Lcmbaga/ Organisasi Luar Negert
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a direncanakan sebcsar Rp.
2.472.238.425 (dua rnilyar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga
puluh delapan ribu ernpat ratus dua puluh lima rupiah);
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Pasal 22

(1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Kctentuan Peraturan
Perundang- Undangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp. 33.232.850.168 (tiga puluh tiga milyar
dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu seratus enam
puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
a. Lain-lain Pendapatan;

(2) Lain-lain Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 33.232.850.168 (tiga puluh tiga milyar dua ratus
tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu seratus enam puluh
delapan rupiah)-,

Pasal 23

(1) Anggaran Lain-lain Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 33.232.850.168 (tiga puluh tiga
milyar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu seratus
enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
a. Pendapatan Hibah Dana BOS;

(2) Pendapatan Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 33.232.850.168 (tiga puluh tiga milyar dua ratus
tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu seratus enam puluh
delapan rupiah);

Pasal 24

Belanja daerah tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
direncanakan sebesar Rp. 900.479.501.607 (sembilan ratus milyar empat ratus
tujuh puluh sembilan juta lima ratus satu ribu enam ratus tujuh rupiah) yang
bersumber dari:

a. Belanja Operasi;
b. Belanja Modal;
c. Belanja Tidak Terduga; dan
d. Belanja Transfer.

Pasal 25

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a
direncanakan sebesar Rp. 595.336.110.238 (lima ratus sembilan puluh
lima milyar tiga ratus tiga puluh enam juta seratus sepuluh ribu dua ratus
tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja pegawai;
b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja hibah; dan
d. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 311.113.836.231 (tiga ratus sebelas milyar
seratus tigabelas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga
puluh satu rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 268.264.209.105 (dua ratus enam puluh
delapan milyar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan ribu
seratus lima rupiah).
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(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp. 13.603.064.902 (tiga betas milyar enam ratus tiga juta enam
puluh empat ribu sembilan ratus dua rupiah).

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp. 2.355.000.000 (dua milyar tiga ratus lima puluh
lima juta rupiah).

Pasal 26

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp. 311.113.836.231 (tiga ratus sebelas
milyar seratus tigabelas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus
tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
a. Gaji dan tunjangan ASN;
b. Tambahan Penghasilan ASN;
c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya;
d. Gaji dan Tunjangan DPRD;
e. Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
f. Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
g. Belanja Pegawai BOS;
h. Belanja Pegawai BLUD.

(2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 185.700.042.450 (seratus delapan puluh lima
milyar tujuh ratus juta empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah);

(3) Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 43.788.657.400 (empat puluh tiga milyar tujuh
ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu empat
ratus rupiah);

(4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.
49.115.050.725 (empat puluh sembilan milyar seratus limabelas juta lima
puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);

(5) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp. 19.139.328.475 (sembilan belas milyar seratus
tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tujuh~ puluh lima rupiah);

(6) Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp. 183.502.366 (seratus delapan puluh tiga
juta lima ratus dua ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah);

(7) Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.641.880.000
(Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu
Rupiah);

(8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
direncanakan sebesar Rp.10.582.372.900 (Sepuluh Milyar Lima Ratus
Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus
Rupiah);

(9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
direncanakan sebesar Rp.1.936.001.915 (satu milyar sembilan ratus enam
puluh tiga juta seribu sembilan ratus limabelas rupiah.)
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Pasal 27

(1) Anggnran gi\ji dan lupjnngan scbagaimana dlmakinid dalam l’niwil 26 ayat
(1) huruf a din'ncanaknn arbraar Rp. 185.545.992.450 (neratus delapan
puluh lima milyar lima mlns empat pulnh lima juta sembilan ratun sembilan
puluh dim nbu rmpnf mfiin lima puhih rupiah), yang tcrdiri alna:
a. Gaji pokok ASN;
b. Tunjangan Kchiarga ASN;
c. Tunjangan Jabatan ASN;
d. Tunjangan Fungsional ASN;
c. Tunjangan Fungsional Umum ASN;
f. Tunjangan Beras ASN;
g. Tunjangan PPh/Tunjnngan Kbusus ASN;
h. Pcmbulntan Giyi ASN;
i. luran Jaminan Keschatan ASN;
j. luran Jaminan Kecdakann Kerja ASN;
k. luran Jaminan Kcmatian ASN;

(2) Gaji Pokok ASN scbagaimana dimaksud pnda ayat (I) huruf a dircncanakan
sebcsar Rp. 138.961.074.014 (seratus tiga puluh delapan milyar sembilan
ratus enam puluh satu juta tujuh puluh empat ribu empatbelas rupiah};

(3) Tunjangan Kcluarga ASN scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dircncanakan scbesar Rp. 11.591.539.879 (sebelas milyar lima ratus
sembilan puluh satu Juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus
tujuh puluh sembilan rupiah);

(4) Tunjangan Jabatan ASN scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dircncanakan sebcsar Rp. 5.166.982.210 (lima milyar seratus enam puluh
enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus sepuluh rupiah};

(5) Tunjangan Fungsional ASN scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
dircncanakan sebcsar Rp. 7.907.610.257 (tujuh milyar sembilan ratus tujuh
juta enam ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah};

(6) Tunjangan Fungsional Umum ASN scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan scbesar Rp. 2.044.152.058 (dua milyar empat puluh
empat juta seratus lirna puluh dua ribu lirna puluh delapan rupiah};

(7) Tunjangan Bcras ASN scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebcsar Rp. 7.013.117.279 (tujuh milyar tigabelas juta seratus
tujuhbelas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

(8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf g direncanakan scbesar Rp. 254.592.221 (dua ratus lima puluh
empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh satu
rupiah);

(9) Pembulatan Gaji ASN scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
direncanakan scbesar Rp. 6.391.916 (enam juta tiga ratus sembilan puluh
satu ribu sembilan ratus enambelas rupiah);

(10) luran Jaminan Kesehatan ASN scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i
direncanakan sebcsar Rp. 9.335.765.933 (sembilan milyar tiga ratus tiga
puluh lirna juta tujuh ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh
tiga rupiah);

(11) luran Jaminan Kccelakaan Kerja ASN scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf j direncanakan sebcsar Rp. 2.242.589.791 (dua milyar dua ratus
empat puluh dua juta lirna ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus
sembilan puluh satu rupiah);

(12) luran Jaminan Kematian ASN scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k
direncanakan selicsar Rp. 1.022.176.892 (satu milyar dua puluh dua juta
seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).

i
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Pasal 28

(1) Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)huruf b direncanakan scbesar Rp. 43.942.707.400 (empat puluh tiga milyar
sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu empat ratus
rupiah), yang terdiri alas:
a. Tambahan Penghasilan bcrdasarkan Beban Kerja ASN;

(2) Tambahan Penghasilan bcrdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 43.942.707.400
(empat puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus
tujuh ribu empat ratus rupiah).

Pasal 29

(1) Tambahan Penghasilan bcrdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c direncanakan
scbesar Rp. 49.115.050.725 (empat puluh sembilan milyar seratus limabelas
juta lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
f. Belanja Jasa Pclayanan Kesehatan;
g. Belanja Honorarium;
h. Belanja Jasa Pengelolaan BMD;

(2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.010.490.000
(satu milyar sepuluh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

(3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.259.850.000 (dua
ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

(4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 30.906.435.000 (tiga puluh milyar
sembilan ratus enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

(5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.118.823.000 (satu milyar
seratus delapanbelas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

(6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.530.600.000 (enam milyar
lima ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah)

(7) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f direncanakan sebesar Rp. 642.272.725 (enam ratus empat puluh dua
juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah)

(8) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
direncanakan sebesar Rp. 8.473.030.000 (delapan milyar empat ratus tujuh
puluh tiga juta tiga puluh ribu rupiah)

(9) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
h direncanakan sebesar Rp. 173.550.000 (seratus tujuh puluh tiga juta lima
ratus lima puluh ribu rupiah)
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Pasal 30

(1) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp. 19.139.328.475 (sernbilan belas milyar
seratus tiga puluh sernbilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat
ratus tujuh puluh Kma rupiah), yang tcrdiri ntas:
a. Belanja Uang Rcpresentasi DPRD;
b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
d. Belanja Uang Paket DPRD;
e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
1. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD;
m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.

(2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp.2.170.728.965 (dua milyar seratus tujuh
puluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu sernbilan ratus enam puluh
lima rupiah);

(3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp.101.224.200 (seratus satu juta dua ratus
dua piduh empat ribu dua ratus rupiah);

(4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c direncanakan sebesar Rp.129.822.000 (seratus dua puluh sernbilan juta
delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

(5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp.67.032.000 (enam puluh tujuh juta tiga puluh dua
ribu rupiah);

(6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp.1.133.958.000 (satu milyar seratus tiga
puluh tiga juta sernbilan ratus lima puluh delapan ribu rupiahj,

(7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.144.515.700 (seratus empat puluh
empat juta lima ratus limabelas ribu tujuh ratus rupiah);

(8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.l1.875.500 (sebelas juta
delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);

(9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar
Rp.4.410.000.000 (empat milyar empat ratus sepuluh juta rupiah);

(10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
i direncanakan sebesar Rp.1.102.500.000 (satu milyar seratus dua juta lima
ratus ribu rupiahj,

(11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.56.460.502 (lima
puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu lirna ratus dua rupiahj,

(12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.
5.205.291.608 (lima milyar dua ratus lima juta dua ratus sernbilan puluh satu
ribu enam ratus delapan rupiah);

(13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf 1 direncanakan sebesar Rp. 4.594.160.000 (empat milyar lima ratus
sernbilan puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiahj,
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(14) Belanja Uang Jasa Pcngabdian DPRD scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf m dircncanakan scbcsar Rp. 1 1.760.000,00 (sebelas juta tujuh. ratus
enam puluh ribu rupiah).

Pasal 31

(1) Anggaran Belanja Gnji dan Tunjangan KDH/WKDH scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c dircncanakan scbcsar Rp. 183.502.366
(semfus delapan puluh tiga juta lima ratus dua ribu tiga ratus enam puluh
enam rupiah), yang tcrdiri alas:
a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
b. Belanja Tunjangan Kcluarga KDH/WKDH;
c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
c. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
f. Belanja Pcmbulatan Gaji KDH/WKDH;
g. Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
h. Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
i. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

(2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dircncanakan scbcsar Rp.55.300.000 (lima puluh lima juta tiga ratus ribu
rupiah);

(3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dircncanakan sebesar Rp.5.880.000 (lima juta delapan ratus
delapan puluh ribu rupiah);

(4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c dircncanakan sebesar Rp.98.280.000 (sembilan puluh delapan
juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

(5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp.4.055.520 (empat juta lima puluh lima ribu
lima ratus dua puluh rupiah);

(6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.12.558.406
(duabelas juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus enam rupiahj,

(7) Belanja Pcmbulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f direncanakan sebesar Rp.25.340 (dua puluh lima ribu tiga ratus
empat puluh rupiah);

(8) Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 5.898.100 (lima juta delapan
ratus sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah);

(9) Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.025.000 (satu
juta dua puluh lima ribu rupiah);

(10) Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 480.000 (empat ratus delapan
puluh rupiah);

Pasal 32

(1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f direncanakan
sebesar Rp.641.880.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus
delapan puluh ribu rupiah), yang tcrdiri atas:
a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD;
b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH;
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(2) Belanja Dann Opemmonnl Pimpinan DPRD scbngaimnna dimaksud pad»
ayat (1) huruf a direnctmakan sebesar Rp.241.080.000,00 (dua ratus ernpat
puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah);

(3) Belanja Dana Opcrasional KDH/WKDII scbngiiimmm dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp.400.800.000,00 (ernpat ratus juta
delapan ratus nbu rupiah},

Pasal 33

(1) Belanja Pegawai BOS scbagaimana dimaksud dalam Pasal 26 aynt (1) huruf
g direncanakan sebesar Rp.10.582.372.900,00 (sepuluh milyar lima ratus
delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus
rupiah), yang terdiri ntas:
a. Belanja Pegawai BOS;

(2) Belanja Pegawai BOS scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dircncanakan
sebesar Rp.10.582.372.900,00 (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh dua
juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);

Pasal 34

(1) Belanja Pegawai BLUD scbagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)
huruf h dircncanakan sebesar Rp.1.963.001.915 (satu milyar sembilan ratus
enam puluh tiga juta seribu sembilan ratus limabelas rupiah), yang terdiri
atas:
a. Belanja Pegawai BLUD;

(2) Belanja Pegawai BLUD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan
sebesar Rp. 1.963.001.915 (satu milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta
seribu sembilan ratus limabelas rupiah);

Pasal 35

(1) Anggaran belanja barang dan jasa scbagaimana dimaksud dalam Pasal 25
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 268.264.209.105 (dua ratus enam
puluh delapan milyar dua ratus enam puluh ernpat juta dua ratus sembilan
ribu seratus lima rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja Barang;
b. Belanja Jasa;
c. Belanja Pemeliharaan;
d. Belanja Pejalanan Dinas;
e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak

Ketiga/PihakLain/ Masyarakat;
f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
g. Belanja Barang dan Jasa BLUD;

(2) Belanja Barang scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp. 38.546.320.083 (tiga puluh delapan milyar lima ratus ernpat
puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu delapan puluh tiga rupiah);

(3) Belanja Jasa scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp. 121.190.480.311 (seratus dua puluh satu milyar seratus
sembilan puluh juta ernpat ratus delapan puluh ribu tiga ratus sebelas
rupiah);

(4) Belanja Pemeliharaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp. 34.209.044.400 (tiga puluh ernpat milyar dua
ratus sembilan juta ernpat puluh ernpat ribu ernpat ratus rupiah);

(5) Belanja Perjalanan Dinas scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
dircncanakan sebesar Rp. 32.279.098.000 (tiga puluh dua milyar dua ratus
tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah);
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(6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Dibrnkan kepada Pihak Krtign/Plhnk
Lain/Masvarakat sebagaimana dimaksud pads ayat (I) huruf c
direncanakan scbcsar Rp. 14.81(>.303.200 (empat Mas milgar delapan mtus
enamMas juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

(7) Belanja Barnng dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (I) hurul' I'
direncanakan sebesar Rp.14.397.558.321.00 (rmpafbckia miljpir Cü;<» rutua
sembilan puluh tujuh juta lima mtus lima puhih delapan nbu tiga mtus dua
puluh satu mpiah);

(8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada aval (I) hurul
g direncanakan scbcsar Rp.12.780.314.790,00 (duaMas milgar ttyuh mtus
delapan puluh juta tiga ratus empatMas nbu tujuh ratus sembilan puluh
rupiah);

Pasal 36

(1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) hurul a
direncanakan scbcsar Rp. 38.591.320.083 (tiga puluh delapan milgar lima
ratus sembilan puluh satu juta tiga mtus dua puluh ribu delapan puluh liga
rupiah), yang terdiri atas:
a. Barang Pakai Habis;
b. Barang Tak Habis Pakai;

(2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada aval (1) hurul a
direncanakan sebesar Rp. 38.546.320.083 (tiga puluh delapan milgar lima
mtus empat puluh enam juta tiga mtus dua puluh nbu delapan puluh tiga
mpiah);

(3) Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b
direncanakan sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta mpiah).

Pasal 37

(1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 121.190.480.311 (seratus dua puluh satu milgar
semtus sembilan puluh juta empat mtus delapan puluh ribu tiga mtus
sebelas mpiah), yang terdiri atas:
a. Belanja Jasa Kantor;
b. Belanja luran Jaminan Asuransi;
c. Belanja Sewa Tanah;
d. Belanja Sewa Pcralatan dan Mesin;
e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
f. Belanja Sewa Aset Tctap Lainnya;
g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
i. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Auailibility Payment);
j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Tcknis serta

Pendidikan dan Pelatihan.
(2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp. 90.674.414.241 (sembilan puluh milgar enam
ratus tujuh puluh empat juta empat mtus empatMas ribu dua mtus empat
puluh satu mpiah);

(3) Belanja luran Jaminan Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp.13.412.516.770 ( tigabelas milgar empat mtus
duabelas juta lima mtus enambelas ribu tujuh mtus tujuh puluh mpiah).

(4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp. 6,000.000 (enam juta mpiah);

(5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.084.084.000 (empat milgar delapan
puluh empat juta delapan puluh empat ribu mpiah);
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(6) Belanja Sewn Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.321.150.000 (satu milyar tiga ratus dua
puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

(7) Bclanja Scwa Aset Tctnp Uunnyn sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f direncanakan sebesar Rp.’M'1.050.000 (sembilan ratus empat puluh
empat juta linta puluh nha rupiah);

(8) Bclanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g direncanakan sebesar Rp. 7.055.393.300 (tujuh milyar enam puluh
lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga rihu tiga ratus rupiah);

(9) Bclanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.907.060.000 (satu milyar sembilan
ratus tujuh juta enam puluh rihu rupiah);

(10) Bclanja Jasa Ketcrscdiann Uiyanan (Availibility Pai/menOscbagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.230.000.000,00
(dua ratus tiga puluh juta rupiah);

(10) Bclanja Kursus/Pclatihan, Sosialisasi, Bimbingan Tcknis serta Pcndidikan
dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan
sebesar Rp. 1.545.812.000 (satu milyar lirna ratus empat puluh lima juta
delapan ratus duabelas ribu rupiah).

Pasal 38

(1) Bclanja Pcmcliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp. 34.209.044.400 (tiga puluh empat milyar dua
ratus sembilan juta empat puluh empat ribu empat ratus rupiah), yang terdiri
atas:
a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.

(2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada
avat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.589.696.500 (tiga milyar lima
ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima
ratus rupiah);

(3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 29.072.017.900 (dua puluh
sembilan milyar tujuh puluh dua juta tujuhbelas ribu sembilan ratus rupiah).

(4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.547.330.000,00 (satu
milyar lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 39

(1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp. 32.279.098.000 (tiga puluh dua milyar
dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah),
yang terdiri dari:
a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;

(2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 32.279.098.000 (tiga puluh dua milyar
dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 40

(1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp.14.816.393.200,00 (empatbelas milyar delapan
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ratus cnambclas juta tiga mtns sembilan puluh tiga rihu dua ratus rupiah),
ynng terdiri dnri;
a. Belnnjn Unng ynng Diberiknn kcpadn Pihak Kctiga/Pihak

biin/Mnsynraknt;
b. Belanjn Jasn yang Diberiknn kcpadn Pihak Kctiga/Pihak

Lain/ Munymnkat .
(2) Bclanja Bang ynng Diberiknn kcpadn Pihak Kctiga/Pihak Lain/Masynrakat

sebagaimana dimaksud pndn aynl (I) huruf a dircncanakan scbcsar
Rp.3.256.105.000,00 (tiga milyar dua mtns lima puluh enam juta seratus
lima ribu rupiah);

(3) Belanjn Jnsn ynng Diberiknn kcpadn Pihak Kctiga/Pihak Lain/Masyarakat
scbagnimnnn dimaksud pndn aynl (I) hnruf b dircncanakan scbcsar
Rp.11.560.288.200,00 (sebelas milyar lima ratus enam puluh juta dua ratus
dclapan puluh deiapan ribu dua ratus rupiah).

Pasal 4 1

(1) Anggaran Bclanja Barang dan Jnsn BOS sebagaimana dimaksud pads Pasal
35 ayat (1) huruf f dircncanakan scbcsar Rp.14.397.558.32 1 ,00 (empatbelas
milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dclapan ribu
tiga ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri dari:
a. Bclanja Barang dan Jasa BOS;

(2) Bclanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a
dircncanakan scbcsar Rp. 14.397.558.321,00 (empatbelas milyar tiga ratus
sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dclapan ribu tiga ratus dua
puluh satu rupiah).

Pasal 42

(1) Bclanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pndn Pasal 35 ayat
(1) huruf g dircncanakan scbcsar Rp.12.780.314.790,00 (duabclas milyar
tujuh ratus deiapan puluh juta tiga ratus empatbelas ribu tujuh ratus
sembilan puluh rupiah), ynng terdiri dari:
a. Bclanja Barang dan Jasa BLUD;

(2) Bclanja Barang dan Jasa BLUD sebngnimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dircncanakan scbcsar Rp.12.780.314.790,00 (duabclas milyar tujuh ratus
deiapan puluh juta tiga ratus empatbelas ribu tujuh ratus sembilan puluh
rupiah).

Pasal 43

(1) Anggaran bclanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal '25 ayat (1)
huruf c dircncanakan scbcsar Rp. 13.603.064.902 (tigabelas milyar enam
ratus tiga juta enam puluh empat ribu sembilan ratus dua rupiah), yang
terdiri atas:
a. Bclanja Hibah kepada Pcmcrintah Pusat;
b. Bclanja Hibah kepada Badon, Umibagu, Orgnninntn Kemunyarakutan

yang Berbadan Hukum Indonesia;
c. Bclanja Hibah Bantuan Kcuangan kcpadn Parlai Politik.

(2) Bclanja Hibah kepada Pcmcrintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dircncanakan scbcsar Rp. 1 .550.000,000,00 (satu milyar lima
ratus lima puluh juta rupiah);

(3) Bclanja Hibah kepada Badan, Umtbaga, Organisasi Kcmasyarakatan ynng
Berbadan Hukum Indonesia scbagaimima dimaksud pada ayat (1) huruf b
dircncanakan scbcsar Rp. 11.806.900.000 (sebelas milyar dclapan ratus
enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
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(4) Bclania Hibah Bantuan Keuangan kcpadn Partai Politik sebagaimana

dimaksud pada nyat (1) huruf C direneanakan scbcsar Rp.246 164,902,00
(<iua aims rm/xil puluh enam Juta seratus enam puluh empat nbu sembilan

mrus dua rupiah).

Pasal 44

111 Bclania Hibah kepada Pcmcrintah Pusal sebagaimana dimaksud pada Pasal
43 ayat (I) huruf a dirrncanakan scbcsar Rp. 1.550.000.000,00 (satu milyar

lima tutus lima puluh juta rupiah), yang terdiri dari;
a. Bclai\ia Hibah kcpadn Pcmcrintah Pusat;

i 2) Bclania Hibah kepada Pcmcrintah Pusnt sebagaimana dimaksud pada ayat

(I) humf a direneanakan scbcsar Rp. 1.550.000.000,00 (satu milyar lima
ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 45

(U Bclania Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kernasyarakatan yang
Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1)

huruf b direneanakan sebesar Rp. 11.806.900.000 (sebelas milyar delapan

ratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba,

sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-

Undangan; .
b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan

Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat

Sosial Kemasvarakatan.
(2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, sukarela

dan Sosial vang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direneanakan sebesar Rp.
11.032.100.000 (sebelas milyar tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah);

(3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial
vang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direneanakan sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta
rupiah); .

(4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial

Kemasvarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direneanakan
sebesar Rp. 704.800.000 (tujuh ratus empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 46

(1) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana
dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) huruf c direneanakan sebesar
Rp.246.164.902,00 (dua ratus empat puluh enam juta seratus enam puluh
empat ribu sembilan ratus dua rupiah), yang terdiri dari:
a. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;

(2) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direneanakan sebesar Rp.246.164.902,00
(dua ratus empat puluh enam juta seratus enam puluh empat ribu sembilan
ratus dua rupiah).
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Pasal 47

(I) AnggoiHii Hohmja Banluim Hoalal aebiigHhniinii ilininkHinl dalam Pnanl 25
aval (I) hm »il *1 diimuumiikim aiibnaitr Rp.2,355.000.000,00 (dua rnilyartiga
miim liuui puhih Ilina juia nipluh), ynng, Icidlil man:
h lli hmpi Himluim Hnahil kcpmht Individu;
h |I< |mii|h Btinlunn Hoainl knpndn h-mbnga Non PemBrintabim (Bidang

Pnndidikim, Keiigaiiiiitm dim llidnng Lainnya).
(J) He|im|ii Bimlium Hnaitil kcpndn Individu aebagaiiniinii diinnksud pndn ayat

(I) liuiul a diirnnmiilmn aebeanr Rp. 2.175.000.000 (dua milyar seratus
Ipiuh pnlidi Himi lulu rupiah);

( I) Behmin Bimimm Hoainl kapndn Lembaga Non Pemerinlnhan (Bidang
Pandidikmii Khagamaan dun Bidang lninnya) aebagalmana dimaksud pada
nynt (I) bond b diranciinakan anbeaur Rp.IHO.000,000,00 (seratus delapan
puluh lulu rupiah)

Puaal 40

(I) Belimjn Bnnlunn Hoainl kopada Individu aebagnimann dhnakaud pndn Paaal
47 ayal (I) burul a direncnnakan «alwaar Rp. 2.175.000.000 (dua milyar
neialun tiijuh puluh lima Jala rupiah), yang lerdirl dnri:
a. Helimjn Bnnliinn Hoainl Bang yang dironcanakan kepndn Individu;

(2) Belimjii Bnnluan Hoainl Bang yang direncnnakan kepndn Individu
aabngnininnn dlinnkaiKl pada ayal (I) burul a direncanakan aebeanr Rp.
2, 175.000,000 (dua milyar seralus lujuh puluh Hmajuta rupiah).

Paaal 50

1 1) Anggaran Belimjn Hanluan Hoainl kepndn Iwmbngn Non Penwrinlnhan
(Hidimg Prndldlknn, Kengnninnn dan Bidang Lainnyn) aebagaiinann
diinnkaud pndn Pnanl 47 nynt (I) buruf b dirriicnnnknn aebesnr Rp.
IHO,000,000,00 Iwiulati delupaii puluh jutu itipiuh), ynng lerdiri dnri:
a, BiJania Bimluan Hoainl kepada Leinbaga Non Penwrintnhnn (Bidang

Prndidikan, Keagnnuuin dim Bldimg Lainnyn);
(2) Bnkmja Banluan HohIhI kapndn Iwinbngn Non Peincrintahnn (Bidang

Pendidikan, Kengiiinnim dan Bidang Lninnya) Hebngnimann dimnknud pndn
nynl (I) burul n dlreiannnknn «ebennr Rp. IBO,000,000,00 (aeratus delapan
puluh lulu rupiah).

Paanl 52

(I) Anggmim Bclanjn Modal ncbagniinann dimaknud pndn Paanl 24 huruf b
dlienrimnlom aebeanr Rp. 1 30.0*14 .0H0.5 1 2 (neralus lipa puluh delapan
milliar nuuihilau raluu Mmhllan puluh empat Jala delapan puluh sembilan
tihu Ihua laluti duahtilan rupiah), ynng teuHri nlna:

a. Hehmjn Model Pcrnlnlnn dim Meain;
b. Belimjn Model Bedong dim Bimgunim;
e, Belimjn Modal Jidim, Jaringim, dan Irlgaal;
d Belimjn Modal Aw4 Telnp Lninnya;

(2) Belimjn Modal Pemliilim dim Menln hebngnimmiii diinnknud pndn nynt (I)
buiul n diiem nnnkim aebeanr Rp. 33,BKO. 160.750 (fk/o puluh lipa milyar
dt'lapuu mluh tlalapau puluh jutu Mutalun tuiarn puluh semhilan ribu tujuh
ralun Ilina puluh rupiah}.

(3) Belimjn Model Gedung dim Bimgunim arbngiilinann dininkaud pndn nynt
(I) but ul b dlieni'imnknn aebeanr Rp. 63.215,857,058 (umun puluh lipa
inllyar rluii raluu llinubtilati /ata rhtlapan ralun lima puluh tu/uh ribu ntmihilan
nilun Uma puluh dalapan rupiah).
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(4) Bclanja Mrxinl Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud padanyn» (1) huruf d dirrnranakan t^bcuir Rp. 38.795.328.732 (tiga puluh
delapan inih/ar tujuh ratus ’.emhilan puluh lima pita tiga ratus dua puluhdelapan nhu tujuh ratun hga puluh dua rupiah)

(5) Bclanja M'dnl Anri TrUtp Ixdnnya bngnimntM dimaksud pada ayat (1)
huruf r dirrnr nnnkan Rp. 3.102.733 072 (tiga milyar ncratus dua
pita tujuh tutu-. tuin puluh tiga nhu tujuh puluh dua rupiah}

Paruit 53

(U Anggarnn Belanja Modal Prralalan dan Mesin sebagaimana dimaksud
pada I’mhaI 52 aval (I| huruf o direne anakan sebrvir Rp. 33.880.169.750
(hpn jnduh liga mtlyar delapan talm delapan puluh juta watur, enam
puluh Tmhdan nhu tujuh ratun lima puluh rupiah}, yang terdiri atas:

a Bclanja Modal Aio! Pertanian;
b. Bclanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
c Belanja Modal Alat Studio, Komunikam, dan Pcmancar,
d. Bclanja Modal Alat Kcdoktcrnn dan Kcschatan;
e. Bclanja Modal Alat Laboratorium;
f. Bclanja Modal Komputcr;
R Bclanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemumian;
h. Bclanja Modal Alat Kcsclamatan Kerja;
i. Bclanja Modal Alat Pcraga;
j. Bclanja Modal Rambu-Rambu;

(2) Bclanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dircncanakan sebesar Rp. 41.190.000 (empat puluh satu juta seratus
sembilan puluh ribu).

(3) Bclanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dircncanakan sebesar Rp. 9.548.187.200 (sembilan
milyar lima ratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu
dua ratus rupiah).

(4) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dircncanakan sebesar Rp. 446.468.000
(empat ratus empat puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu
rupiah).

(5) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d dircncanakan sebesar Rp. 21.177.214.810 (dua puluh
satu mihjar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empatbelas ribu
delapan ratus sepuluh rupiah).

(6) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e dircncanakan sebesar Rp. 1.092.200.000 (satu milyar sembilan
puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).

(7) Belanja Modal Komputcr sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
dircncanakan sebesar Rp. 1.147.144.740 (satu milyar seratus empat puluh
tujuh juta seratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

(8) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemumian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g dircncanakan sebesar Rp. 335.000.000
(liga ratus tiga puluh lima juta rupiah).

(9) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf h dircncanakan txrlxniar Rp. 38.640.000 (tiga puluh delapan juta
enam ratus empat puluh ribu rupiah).

(10) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i
dircncanakan sebesar Rp. 5.125.000 (lima juta seratus dua puluh lima ribu
rupiah).

(11) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j
dircncanakan sebesar Rp. 49.000.000 (empat puluh sembilan juta mpiah).
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(12) Bclanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf k direncanakan scbcsar Rp. 6.107.885.875 (enam rnilyar seratus
tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh
lima rupiah).

Pasal 54

(1) Anggaran Bclanja Modal Alat Pcrtnninn scbagaimann dimaksud pada Pasal
53 ayat (1) huruf a direncanakan scbcsar Rp. 4 1.190.000 (empat puluh satu
juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Bclanja Modal Alat Pcngolahan;
(2) Bclanja Modnl Alat Pcngolahan scbagaimann dimnksud pnda ayat (1) huruf

a direncanakan scbcsar Rp. 41.190.000 (empat puluh satu juta seratus
sembilan puluh ribu rupiah).

(3) Anggaran Bclanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana
dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) huruf b direncanakan scbcsar Rp.
9.548.187.200 (tiga rnilyar empat ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga
puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

a. Bclanja Modal Alat Kantor;
b. Bclanja Modal Alat Rumah Tangga;
c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat;

(4) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 7.228.720.575 (tujuh rnilyar dua ratus dua puluh
delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).

(5) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.425.824.000 (satu rnilyar empat ratus
dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah).

(6) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp. 893.642.625 (delapan ratus
sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua
puluh lima rupiah).

(7) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) huruf c direncanakan Rp.
446.468.000 (empat ratus empat puluh enam juta empat ratus enam puluh
delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Alat Studio;
b. Belanja Modal Alat Komunikasi;

(8) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 95.050.000 (sembilan puluh lima juta lima puluh
ribu rupiah).

(9) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf
b direncanakan sebesar Rp. 351.418.000 (tiga ratus lima puluh satu juta
empat ratus delapan belas ribu rupiah).

(10) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) huruf d direncanakan Rp. 21.177.214.810
(dua puluh satu rnilyar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empatbelas
ribu delapan ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Alat Kedokteran;
b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum;

(11) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (10)
huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.155.523.000 (dua puluh rnilyar
seratus lima puluh lima juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

(12) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(10) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.021.691.810 (satu rnilyar dua
puluh satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sepuluh
rupiah).
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(13) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada
Pasal 53 ayat (1) huruf c dircncanakan Rp. 1.092.200.000 (satu milyar
sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Alat Pcraga Praktck Sckolah;
(14) Belanja Modal Alat Pcraga Praktck Sckolah sebagaimana dimaksud pada

ayat (13) huruf n dircncanakan sebesar Rp. 1.092.200.000 (satu milyar
sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).

(15) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada Pasal 53
ayat (1) huruf f dircncanakan Rp. 1.147.144.740 (satu milyar seratus empat
puluh tujuh juta seratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh
rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Komputer Unit;
b. Belanja Modal Peralatan Komputer;

(16) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf
a dircncanakan sebesar Rp. 615.446.000 (enam ratus limabelas juta empat
ratus empat puluh enam ribu rupiah).

(17) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (15)
huruf b dircncanakan sebesar Rp. 531.698.740 (lima ratus tiga puluh satu
juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh
rupiah).

(18) Anggaran Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemumian
sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) huruf g dircncanakan Rp.
335.000.000 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Sumur;
b. Belanja Modal Pengolahan dan Pemumian;

(19) Belanja Modal Sumur sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a
dircncanakan sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).

(20) Belanja Modal Pengolahan dan Pemumian sebagaimana dimaksud pada
ayat (18) huruf b dircncanakan sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta
rupiah).

(21) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Keija sebagaimana dimaksud
pada Pasal 53 ayat (1) huruf h direncanakan Rp. 38.640.000 (tiga puluh
delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Alat Pelindung;
(22) Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf

a direncanakan sebesar Rp. 38.640.000 (tiga puluh delapan juta enam ratus
empat puluh ribu rupiah).

(23) Anggaran Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 53
ayat (1) huruf i direncanakan Rp. 5.125.000 (lima juta seratus dua puluh
lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan;
(24) Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan sebagaimana

dimaksud pada ayat (23) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.125.000 (lima
juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

(25) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada
Pasal 53 ayat (1) huruf j Rp. 49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah),
yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat;
(26) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebagaimana dimaksud

pada ayat (25) huruf a direncanakan sebesar Rp. 49.000.000 (empat puluh
sembilan juta rupiah).
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Pasal 55

(1) Anggaran Belanja Modal Gedurig dan Bangunan sebagaimana dimaksud
pada Pasal 52 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 63.215.857.958
(enam puluh tiga milyar dua ratus limabelas juta delapan ratus lima puluh
tujuh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah}, yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Bangunan Gcdung;
b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti;

pj Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp. 62.889.357.958 (enam puluh dua milyar
delapan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu
sembilan ratus lima puluh delapan rupiah).

(3) Belanja Modal Tugu Tiük Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 326.500.000 (tiga ratus dua puluh
enam juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 56

(1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada
Pasal 55 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 63.215.857.958 (enam
puluh tiga milyar dua ratus limabelas juta delapan ratus lima puluh tujuh
ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Keija;
b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal;

(2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Keijasebagaimana dimaksud
pada avat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 62.881.857.958 (enam
puluh dua milyar delapan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima
puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah).

(3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud
pada avat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima
ratus ribu rupiah).

Pasal 57

(1) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud
pada Pasal 55 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 326.500.000 (tiga
ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Tugu/Tanda Batas;
(2) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf a direncanakan sebesar Rp. 326.500.000 (tiga ratus dua puluh enam
juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 58

(1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana
dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.
38.795.328.732 (tiga puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh lima
juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah),
yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
b. Belanja Modal Bangunan Air;
c. Belanja Modal Instalasi;
d. Belanja Modal Jaringan;

(2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp. 28.126.827.012 (dua puluh delapan
milyar seratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu
duabelas rupiah).
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(3) Belanja Modal Bangunan Air scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan scbcsar Rp. 10.128.376.720 (sepuluh milyar seratus dua
puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh
rupiah).

(4) Belanja Modal Instalasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan scbcsar Rp. 480.000.000 (empaf ratus delapan puluh Juta
rupiah).

(5) Belanja Modal Jaringan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan scbcsar Rp. 60.125.000 (enam puluh juta seratus dua puluh
lima ribu rupiah).

Pasal 58

(1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan scbagaimana dimaksud pada
Pasal 58 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 28.126.827.012 (dua
puluh delapan milyar seratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh
tujuh ribu duabelas rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Jalan;
b. Belanja Modal Jembatan;

(2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp. 23.432.827.012 (dua puluh tiga milyar
empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu
duabelas rupiah).

(3) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.694.000.000 (empat milyar enam ratus
sembilan puluh empat juta rupiah).

(4) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada Pasal
58 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.128.376.720 (sepuluh
milyar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh
ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
(5) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.128.376.720 (sepuluh milyar seratus
dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua
puluh rupiah).

(6) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 58
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 480.000.000 (empat ratus
delapan puluh juta rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah;
(7) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) huruf a direncanakan sebesar Rp. 480.000.000 (empat ratus
delapan puluh juta rupiah).

(8) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 60.125.000 (enam puluh juta
seratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Jaringan Air Minum;
(9) Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

huruf a direncanakan sebesar Rp. 60.125.000 (enam puluh juta seratus dua
puluh lima ribu rupiah).

Pasal 59

(1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada
Pasal 52 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.102.733.072 (tiga
milyar seratus dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh puluh dua
rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
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b. Belanja Modal Biota Pcrnimn;
c. Belanja Modal Aset Tctap Dalam Renovasi;

(2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hurnf a dircncannkan selwsar Rp. 2.982.733.072 (dim milyar seinbilan
ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh liga rihu tujuh puluh dua
nipi(ih).

(3) Belanja Modal Biota IVntimn sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b
dircncannkan srbcsm lip. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

M) Belanja Mixlal Aset Tctap Dalam Renovasi sebagaimana dimaksud pada
aval (1) huruf c dircncannkan sebesar lip. 70.000.000 {tujuh puluh juta
mpiah).

Pasal 60

(1) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud
pada Pasal 59 ayat (1) huruf n dircncanakan sebesar Rp. 2.982.733.072
(duo milyar seinbilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh
tiaa nbu tujuh puluh dua mpiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tcrcctak;
b. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro;

(2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tcrcetak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.946.733.072 (dua milyar
sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh
puluh dua rupiah).

(3) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.
36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).

(4) Anggaran Belanja Modal Biota Perairan sebagaimana dimaksud pada Pasal
59 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta
rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip);
(5) Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip) sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh
juta rupiah).

(6) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi sebagaimana
dimaksud pada Pasal 59 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.
70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi;
(7) Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) huruf a direncanakan sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta
rupiah).

Pasal 61

(1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 24
huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), yang
terdiri atas:

a. Belanja Tidak Terduga;
(2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar mpiah).

Pasal 62

(1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 61
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar
mpiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Tidak Terduga;
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(2) Belanja Tidak Tcrduga Hchagnimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dircncnnnkan sebesar Rp. I .()()().000.()()() {satu milyar rupiah).

Pattal 63

(J ) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf d
direncanakan sebesar Rp. 165. 1 49.301.857 (seratus enam puluh lima
milyar semfus empat puluh sembilan juta tipa ratus satu ribu delapan ratus
lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Bagi Basil;
b. Belanja Bantuan Keuangan;

(2) Belanja Bagi Basil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 2.667.680.000 (dua milyar enam ratus enam
puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 162.481.621.857 (seratus enam puluh dua milyar
empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh satu ribu
delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 64

(1) Anggaran Belanja Bagi Basil sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.667.680.000 {dua milyar enam ratus
enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri
atas:

a. Belanja Bagi Basil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Kabupaten/Kota dan Desa;

b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan
Kabupaten/Kota dan Desa;

(2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota
dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp. 2.020.980.000 {dua milyar dua puluh juta sembilan ratus
delapan puluh ribu rupiah).

(3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan
Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 646.700.000 {enam ratus empat puluh enam juta
tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 65

(1) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.020.980.000 (dua milyar dua puluh
juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa;
(2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.020.980.000
(dua milyar dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

(3) Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan
Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp. 646.700.000 {enam ratus empat puluh
enam juta tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan
Kabupaten/Kota dan Desa;
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(4) Bclanja Busi Basil Rrhibusi Dacrah Kcpada Pemcrintahan
Kabupaten/Kota dan Dena Hcbngnlmnna dlmakmid pada ayat (3) huruf a
dircncanakan sebesar Rp. 646.700.000 (enam ratus empat puluh enam juta
tujuh ratus ribu rupiahf.

Pnnnl 66

(1) AnRgamn Bclanja Bantuan Kcuangan scbagaimana dimaksud pada Pasal
63 aval (1) humf b dircncanakan sebesar Rp. 162.481.621.857 (seratus

enam puluh thia milyar empat ratus delapan puluh saltrjt/ta enam ratus dua
puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah), yang tcrdiri atas:

a. Bclanja Bantuan Kcuangan antar Dacrah Provinsi;
b. Bclanja Bantuan Kcuangan Dacrah Provinsi atau Kabupa ten/Kota

kcpada Dcsa; .
(2) Bclanja Bantuan Kcuangan antar Dacrah Provinsi scbagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dircncanakan sebcsar Rp. 368.000.000 (tiga ratus
enom puluh delapan juta rupiah).

(3) Bclanja Bantuan Kcuangan Dacrah Provinsi atau Kabupaten/ Kota kcpada
Dcsa scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dircncanakan sebesar
Rp. 162.113.621.857 (seratus enam puluh dua milyar seratus tigabelas juta
enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 67

(1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi scbagaimana
dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) huruf a dircncanakan sebesar Rp.
368.000.000 (tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah;
(2) Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dircncanakan sebesar Rp. 368.000.000 (tiga ratus
enam puluh delapan juta rupiah).

(3) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau
Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat
(1) huruf b dircncanakan sebesar Rp. 162.113.621.857 (seratus enam puluh
dua milyar seratus tigabelas juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan
ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau
Kabupaten/Kota kepada Desa;

b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau

Kabupaten/Kota kepada Desa;
(4) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota

kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dircncanakan
sebesar Rp. 160.681.084.361 (seratus enam puluh milyar enam ratus
delapan puluh satu juta delapan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh
satu rupiah).

(5) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota
kepada Desa sebagaimana dimaksud patla ayat (3) huruf b dircncanakan
sebesar Rp. 1.432.537.496 (satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima
ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus sembitan puluh enam rupiah).

Pasal 68

Anggaran Pembiayaan dacrah tuhun anggaran 2021 dircncanakan sebesar Rp.
60.000.000.000 (enam puluh milyar rupiah) yang bersumber dari :
a. Pencrimaan Pembiayaan; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan.
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Pasal 69

(11 Angrnran Pcnenmann l’cmbmymin ncbagnimnnn dimaksud dalam Pasa] 64

huruf a dinmeanakan sebesar Rp. 60.000.000.000 (enam puluh milyar

rupiah), vang tenliri alas :
a. Siwa tcbib Prrhitungnn Anggaran Tahun Sctxlumnya;

(2) Sisa Ixbih lYrhitungan Anggaran Tahun Scbclumnya sebagaimana

dimaksud dalam aval ( I ) huruf a direncanakan sebesar Rp. 60.000.000.000
(cmn putuh milyar rupüth)

Pasal 70

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Anggaran Sisa Lcbih Pcrhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp. 60.000.000.000 (enam puluh milyar rupiah), yang terdin atas.

a. Pclampauan Penerimaan Pcndapatan Transfer;
b. Penghematan Bclanja; .
c. Sisa Dana Akibat Tidak Tcrcapainya Capaian Target Kmerja dan S.sa

Dana Pcngeluaran Pcmbiayaan;
Sisa Belanja Lainnya;d. Sisa Belanja Lainnya; .

Pclampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksu

dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 946.960.012 (semMan
ratus empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh nbu dua belas

Penghcmatan Bclanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp. 56.519.729.382 (lima puluh enam müyar Irma

ratus sembilanbelas juta tujuh ratus dua puluh sembilan nbu tiga ratus

delapan puluh dua rupiah)
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kmerja dan Sisa Dana

Pcngeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hurut c

direncanakan sebesar Rp. 2.180.117.997 (dua milyar seratus delapan putuh
juta seratus tujuhbelas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh nipiah}

Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d

direncanakan sebesar Rp. 353.192.610 (tiga ratus lima puluh tiga juta

seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus sepuluh rupiah)

Pasal 71

(1) Anggaran Pclampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana

dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.

946.960.012 (sembilan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus enam
puluh ribu dua belas rupiah), yang terdiri atas:

a. Pclampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemenntan
Pusat; .

(2) Penghcmatan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 946.960.012 (sembilan ratus empat
puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu dua belas rupiah)

(3) Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 56.519.729.382 (lima puluh enam
milyar lima ratus sembilanbelas juta tujuh ratus dua puluh sembilan nbu

tiga ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas.
a. Penghematan Belanja-Belanja Operasi;
b. Penghematan Belanja-Belanja Modal;
c. Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
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(4) PcnghcmiUtm Bclnnjn-Bchinjn Opcmai sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a dirrnrimnknn srI w«nr Rp. 26.687.980.12! (dua puluh enam
milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta scmhilan ratus delapan puluh
ribu seratus thin puluh satu lupiuhf

(5) IVnghcmahm Bckmjii Brlanjn Modal nrbagaimana dimaksud paria ayat (3)
huruf b rhrcnvnoakan nrbcnm Rp. 2(>.557.889.800 (dua puluh enam milyar
lima ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh sembilan rilm
delapan ratus rupiah)

(b) Sisa lYnggunnnn Bclanja Tidak Tcrduga sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf c direncanakan sebesm Rp. 3.273.859.461 (tiga milyar dua ratus
tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh scmhilan ribu empat ratus
enam puluh satu rupiah)

(7) Sisa Dana Akibat Tidak Tcrcapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana
Pcngcluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1)
huruf c direnennakan sebesar Rp. 2.180.117.997 (dua milyar seratus
delapan puluh juta seratus tujuhbelas rihu sembilan ratus scmhilan puluh
tujuh rupiah), yang terdiri atas:

a. Sisa Dana Akibat Tidak Tcrcapainya Capaian Target Kinerja;
(8) Sisa Dana Akibat Tidak Tcrcapainya Capaian Target Kinerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (7) huruf a dircncanakan sebesar Rp. 2.180.117.997
(dua milyar seratus delapan puluh juta seratus tujuhbelas ribu sembilan
ratus sembilan puluh tujuh rupiah)

(9) Anggaran Sisa Bclanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 353.192.610 (tiga ratus lima puluh
tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus sepuluh rupiah), yang
terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD;
b. Sisa Dana BOS;
c. Sisa Dana Kapitasi;

(10) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat
(9) huruf a direncanakan sebesar Rp. 51.804.711 (lima puluh satu juta
delapan ratus empat ribu tujuh ratus sebelas rupiah)

(11) Sisa Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b direncanakan
sebesar Rp. 244.550.168 (dua ratus empat puluh empat juta lima ratus lima
puluh ribu seratus enam puluh delapan rupiah)

(12) Sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c
direncanakan sebesar Rp. 56.837.731 (lima puluh enam juta delapan ratus
tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah)

Pasal 72

(1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68
huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus
juta rupiah), yang terdiri atas :

a. Penyertaan Modal Daerah;
(2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) huruf a

direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta
rupiah)

Pasal 73

(1) Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
72 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar
lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

a. Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik;
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(2) Penvertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000 (scm

milyar lima ratus juta rupiah)

Pasal 74

(1) Anggaran Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik sebagaimana
dimaksud pada Pasal 73 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.
1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah), yang terdin atas:

a. Penvertaan Modal Daerah pada BUMD;
(2) Penvertaan Modal Daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a direncanakan sebesar Rp. l.oOO.OOO.OOO (satu milyar lima ratus
juta rupiah).

Pasal 75

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja
daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. t>8.o00.000.000 (lima
puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan
terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.
58.500.000.000 (lima puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 76

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2, tercanturn dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak ternisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:
1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasdikasi Menurut

Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Hibah;

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Sosial;

5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
belanja bagi hasil;

7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumidan
Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan
Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;

9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
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10. LampiranX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupatcn pada

Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda ten tang

APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD
dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 77

Lampiran sebagaimana lersebut dalam Pasal 76 merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 78

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini_d'D"an^an
lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat

daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 79

Peraturan Bupati Mesuji ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Mesuji
Pada tanggal 2021

AMSUDIN

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal K 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

BUPATI MESUJI,

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2021 NOMOR
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